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ABSTRAK  Makalah ini menganalisis ketentuan hukum pajak penghasilan di Indonesia, dengan 

fokus pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan 
implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk 
mengeksplorasi isu-isu seperti pemungutan pajak, sanksi pelanggaran, dan dampak 
terhadap wajib pajak. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih 
terdapat ketidakpastian hukum yang memengaruhi kepatuhan. Rekomendasi meliputi 
harmonisasi peraturan dan peningkatan edukasi pajak. 

Kata kunci hukum pajak, pajak penghasilan, Undang-Undang Pajak, wajib pajak. 
  
ABSTRACT This paper analyzes the income tax law provisions in Indonesia, focusing on Law Number 

7 of 1983 on Income Tax and its implementation. Using a normative juridical approach, it 
explores issues such as tax collection, violation sanctions, and their impact on taxpayers. 
The results indicate that despite progress, legal uncertainties still affect compliance. 
Recommendations include harmonizing regulations and enhancing tax education. 

Keywords tax law, income tax, tax law, taxpayers. 

 

1.         PENDAHULUAN  
    

Hukum pajak merupakan salah satu pilar penting dalam sistem fiskal negara, 
terutama di Indonesia di mana pajak penghasilan menjadi sumber pendapatan utama 
pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kontribusi pajak 
penghasilan terhadap APBN mencapai sekitar 60% pada tahun 2022 (DJP, 2023). 
Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sering kali dihadapkan pada tantangan seperti ketidakpastian hukum, korupsi, dan 
kurangnya kesadaran wajib pajak.1 Namun, di era globalisasi dan transformasi digital 
saat ini, sistem ini menghadapi berbagai isu aktual yang mengancam efektivitasnya. 
Ketidakpastian hukum, pelanggaran pajak yang marak, dan pengaruh globalisasi 
terutama melalui inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dari OECD menjadi 
tantangan utama yang perlu segera diatasi. 

Ketentuan hukum pajak penghasilan di Indonesia melalui lensa UU PPh dan 
peraturan pelaksanaannya, sambil mengevaluasi penerapannya dalam konteks praktis. 
Dengan fokus pada aspek normatif dan empiris, analisis ini mencakup identifikasi 
masalah seperti celah hukum, hambatan administrasi, serta dampak terhadap wajib 
pajak dan pemerintah. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan 
yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk 
merancang reformasi yang lebih adil dan efisien.Dalam era globalisasi dan transformasi 
digital ekonomi, sistem pajak penghasilan Indonesia perlu disesuaikan dengan 
perkembangan zaman untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan meningkatkan 
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penerimaan negara. Analisis ini tidak hanya relevan bagi dunia akademik, tetapi juga 
bagi stakeholders seperti pemerintah dan wajib pajak untuk memastikan sistem 
perpajakan yang sesuai dengan prinsip good governance.  

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif 
dengan metode studi pustaka, melibatkan kajian terhadap sumber primer seperti UU 
PPh dan peraturan turunannya, serta sumber sekunder berupa putusan pengadilan, 
laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), artikel, dan jurnal terkait. Data dikumpulkan 
dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan tinjauan komprehensif yang 
mencerminkan dinamika hukum pajak penghasilan di Indonesia. Pendekatan ini 
memungkinkan identifikasi pola dan tren dalam implementasi ketentuan, sehingga 
temuan dapat dijadikan dasar untuk rekomendasi praktis. Beberapa peneliti seperti Siti 
Resmi (2018) menganalisis pasal-pasal kunci UU PPh, termasuk definisi objek pajak 
(Pasal 4), subjek pajak (Pasal 2), dan tarif (Pasal 17). Literatur ini menunjukkan bahwa 
ketentuan tersebut dirancang untuk mencakup penghasilan dari berbagai sumber, 
namun sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam, terutama dalam kasus 
penghasilan digital dan investasi asing. Putusan Mahkamah Agung seperti dalam kasus 
PT. X vs. Dirjen Pajak (2020) menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan 
ketentuan untuk menghindari diskriminasi. 

Dalam era globalisasi dan transformasi digital ekonomi, sistem pajak 
penghasilan Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk 
mencegah praktik penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Analisis 
ini tidak hanya relevan bagi dunia akademik, tetapi juga bagi stakeholders seperti 
pemerintah dan wajib pajak untuk memastikan sistem perpajakan yang sesuai dengan 
prinsip good governance. Jurnal ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk 
tinjauan literatur, analisis ketentuan, evaluasi implementasi, pembahasan temuan, serta 
kesimpulan dan rekomendasi, guna memberikan pemahaman sistematis tentang topik 
ini. 
 
2.         METODE PENELITIAN  
  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang 
berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan, dan literatur terkait. Data 
dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dari sumber primer seperti 
undang-undang dan sumber sekunder seperti buku dan jurnal. Analisis dilakukan 
secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik, di mana data diinterpretasikan untuk 
mengidentifikasi kekurangan hukum dan implikasinya. Penelitian ini dilakukan pada 
periode Januari 2023 hingga Juni 2023, dengan fokus pada kasus-kasus pajak di 
Indonesia. 

 
 

3.      HASIL DAN PEMBAHASAN  
  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum pajak penghasilan di 
Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan (UU PPh), telah memberikan kerangka yang komprehensif untuk 
pemungutan pajak, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala 
struktural. Secara umum, Pasal 4 UU PPh yang mengatur objek pajak penghasilan efektif 
dalam mencakup berbagai sumber pendapatan, seperti gaji, bunga, dan dividen, dengan 
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tarif progresif mulai dari 5% hingga 30% untuk individu dan 25% untuk perusahaan.7 
Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2022 mengindikasikan bahwa 
penerimaan pajak penghasilan mencapai Rp 1.156 triliun, yang merupakan peningkatan 
10% dari tahun sebelumnya, meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 
72%.8 Implementasi ketentuan ini, bagaimanapun, sering kali terhambat oleh 
ketidakpastian hukum, di mana peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak belum sepenuhnya selaras 
dengan amandemen terbaru, menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak 
UMKM. 

Dalam konteks pelanggaran pajak, hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik 
penghindaran pajak, seperti transfer pricing oleh perusahaan multinasional, telah 
menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 50-100 triliun per tahun, sesuai dengan 
laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).9 Hal ini diperparah oleh pengaruh 
globalisasi, khususnya inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dari OECD, yang 
menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak hingga 5% dari 
PDB akibat erosi basis pajak lintas batas.10 Analisis lebih lanjut terhadap data survei 
DJP menunjukkan bahwa 40% kasus pelanggaran berasal dari sektor digital, di mana 
perusahaan seperti e-commerce global memanfaatkan celah hukum untuk 
meminimalkan pajak, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha lokal. 
Pembahasan ini mengintegrasikan temuan Santoso (2020), yang menganalisis 
ketidakpastian hukum, dengan data terkini dari OECD (2023), yang menekankan 
perlunya reformasi untuk menangani BEPS 2.0.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 
ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (UU PPh) menjadi penghambat utama kepatuhan wajib pajak, dengan data 
DJP 2023 menunjukkan bahwa 65% responden mengalami kesulitan akibat 
ketidakharmonisan regulasi. 

Analisis ini menjawab permasalahan dengan menunjukkan bahwa amandemen 
seperti Pasal 4 sering bertentangan dengan peraturan pelaksana, mengakibatkan 
penurunan efisiensi pemungutan pajak sebesar 15% di sektor UMKM. Secara rinci, hasil 
ini didukung oleh Santoso (2020), yang menemukan bahwa ketidakpastian 
meningkatkan biaya hukum bagi wajib pajak, sehingga hanya 55% yang patuh penuh. 
Rekomendasi dari analisis ini adalah harmonisasi regulasi untuk memberikan kepastian 
yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. 
Tantangan implementasi hukum pajak penghasilan semakin kompleks dengan 
pengaruh pandemi COVID-19, di mana penurunan kepatuhan mencapai 15% pada 
2020-2021, sebagaimana dilaporkan oleh Faisal (2022). 

 Secara spesifik, ketidakpastian hukum timbul dari ketidakharmonisan antara UU 
PPh dan Undang- Undang Cipta Kerja, yang mengurangi efektivitas sanksi di Pasal 38-
44, sehingga hanya 20% pelanggaran yang diproses secara hukum.12 Pengaruh 
globalisasi, seperti BEPS, telah memperburuk situasi dengan memungkinkan 
perusahaan asing menghindari pajak melalui struktur perusahaan offshore, yang tidak 
sepenuhnya ditangani oleh ketentuan nasional. Hasil ini selaras dengan penelitian 
Arifin (2018), yang menemukan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi 
pemerintah menyebabkan lemahnya pengawasan, meskipun ada upaya seperti 
penerapan e-filing oleh DJP yang meningkatkan efisiensi pelaporan sebesar 25%. 
Dampak terhadap wajib pajak menunjukkan bahwa isu-isu ini tidak hanya 
memengaruhi penerimaan negara tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial. Untuk 
wajib pajak individu, ketidakpastian hukum menyebabkan penurunan kepercayaan, di 
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mana survei DJP 2023 mengungkapkan bahwa 60% responden merasa sulit memahami 
perubahan tarif pajak, terutama di sektor informal. Sementara itu, pelanggaran pajak 
oleh korporasi besar telah menekan UMKM, yang menyumbang 60% lapangan kerja 
nasional, karena mereka tidak dapat bersaing dengan perusahaan yang memanfaatkan 
BEPS untuk mengurangi beban pajak. Pembahasan ini mengintegrasikan gap analysis 
dari Pendahuluan, di mana kesenjangan antara norma ideal (das sollen) dan realitas 
(das sein) memperjelas bahwa implementasi hukum pajak belum mencapai efisiensi 
maksimal, seperti yang diharapkan dari teori Adam Smith.Hasil penelitian 
mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) menjadi penghambat utama kepatuhan wajib 
pajak, dengan data DJP 2023 menunjukkan bahwa 65% responden mengalami kesulitan 
akibat ketidakharmonisan regulasi. Permasalahan dengan menunjukkan bahwa 
amandemen seperti Pasal 4 sering bertentangan dengan peraturan pelaksana, 
mengakibatkan penurunan efisiensi pemungutan pajak sebesar 15% di sektor UMKM. 

Secara rinci, hasil ini didukung oleh Santoso (2020), yang menemukan bahwa 
ketidakpastian meningkatkan biaya hukum bagi wajib pajak, sehingga hanya 55% yang 
patuh penuh. Rekomendasi dari analisis ini adalah harmonisasi regulasi untuk 
memberikan kepastian yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan tingkat 
kepatuhan secara keseluruhan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya 
harmonisasi regulasi untuk mengatasi ketidakpastian hukum, peningkatan sanksi dan 
audit untuk mengurangi pelanggaran, serta adopsi BEPS secara penuh untuk 
menangani pengaruh globalisasi. Kemudian, asas penting lainnya ialah asas kemudahan 
atau kelayakan dalam pembayaran (convenience of payment principle). Asas ini 
menekankan bahwa pembayaran pajak harus dilakukan dengan cara yang paling 
mudah bagi wajib pajak,baik dari segi waktu, tempat, maupun metode pembayaran. 
Penerapan asas ini di Indonesia tampak dalam digitalisasi sistem perpajakan melalui e-
billing dan e- filing,yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran dan 
pelaporan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Hal ini juga 
mendukung meningkatnya tingkat kepatuhan pajak karena prosedur yang sederhana 
membuat masyarakat lebih mudah memenuhi kewajibannya. 

Terdapat asas efisiensi atau ekonomi pemungutan pajak (low cost of collection 
principle). Asas ini menegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak 
idak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang diterima. Pemerintah harus mampu 
menekan biaya administrasi perpajakan dengan meningkatkan efisiensi dan 
meminimalkan kebocoran pendapatan negara. Dalam praktiknya, penerapan teknologi 
informasi dan modernisasi administrasi pajak di bawah Direktorat Jenderal 
Pajakmenjadi langkah strategis untuk mewujudkan asas ini, misalnya dengan 
penggunaan core tax system dan integrasi data antarinstansi guna mengurangi 
duplikasi proses serta meminimalkan potensi penyelewengan. Hasil ini memberikan 
kontribusi baru dengan menggabungkan data empiris dan teori hukum, menawarkan 
solusi inovatif untuk reformasi pajak penghasilan di Indonesia. Pengaruh globalisasi, 
khususnya BEPS dari OECD, yang menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan 
pajak sebesar 5-7% dari PDB akibat erosi basis pajak.13 Analisis ini menjawab 
permasalahan dengan menunjukkan bahwa perusahaan digital memanfaatkan BEPS 
untuk memindahkan keuntungan, mengakibatkan kerugian Rp 50 triliun per tahun, 
seperti yang dilaporkan oleh OECD 2023.14 Hasil ini selaras dengan Arifin (2018), yang 
menemukan bahwa kurangnya koordinasi internasional memperburuk dampak ini 
pada sektor lokal. Secara rinci, analisis mengungkapkan bahwa pengaruh globalisasi 
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menciptakan ketimpangan, di mana UMKM lokal tertekan, dan merekomendasikan 
adopsi BEPS 2.0 untuk meningkatkan transparansi dan mencegah erosi pajak di era 
digital. Secara keseluruhan, analisis hasil penelitian ini memberikan jawaban 
komprehensif terhadap permasalahan, dengan menunjukkan bahwa ketidakpastian 
hukum, pelanggaran pajak, dan pengaruh globalisasi saling berkaitan dan memerlukan 
reformasi terintegrasi untuk mencapai efisiensi fiskal. 

 
4.          KESIMPULAN 
 

Berdasarkan analisis, hukum pajak penghasilan di Indonesia memiliki kekuatan 
dalam kerangka regulasi, tetapi implementasi yang lemah menjadi penghambat 
utama.Penelitian ini menekankan perlunya reformasi untuk meningkatkan kepatuhan 
dan keadilan fiskal. Saran selanjutnya adalah melakukan penelitian empiris untuk 
mengukur dampak reformasi secara langsung. Penelitian ini telah menganalisis 
ketentuan dan implementasi hukum pajak penghasilan di Indonesia, dengan fokus pada 
permasalahan ketidakpastian hukum, pelanggaran pajak, dan pengaruh globalisasi 
seperti BEPS dari OECD. Hasil menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan menyediakan kerangka yang kuat, tetapi 
implementasinya lemah akibat ketidakharmonisan regulasi, yang menyebabkan 
kerugian negara hingga Rp 100 triliun per tahun. 

Analisis gap antara norma ideal (das sollen) dan realitas (das sein) 
mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 72%, terutama 
dipengaruhi oleh faktor global seperti BEPS, yang memperburuk ketimpangan fiskal. 
Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan perlunya reformasi untuk meningkatkan 
efisiensi dan keadilan sistem pajak. Penelitian ini melibatkan penguatan prinsip-prinsip 
hukum fiskal Adam Smith, di mana ketidakpastian hukum melanggar aspek kepastian 
dan efisiensi pajak. Penelitian ini melibatkan penguatan prinsip-prinsip hukum fiskal 
Adam Smith, di mana ketidakpastian hukum melanggar aspek kepastian dan efisiensi 
pajak.khususnya prinsip-prinsip Adam Smith yang menekankan kepastian dan efisiensi, 
di mana ketidakpastian hukum di Indonesia melanggar aspek ini dan menyebabkan 
penurunan kepatuhan. Secara praktis, implikasi ini menyarankan pemerintah untuk 
segera merevisi UU PPh dengan mengintegrasikan rekomendasi BEPS 2.0, seperti 
peningkatan transparansi melalui pertukaran informasi internasional, yang dapat 
mengurangi pelanggaran pajak hingga 30% berdasarkan data OECD. Contoh praktis 
termasuk penerapan AI dalam sistem audit DJP, yang tidak hanya meningkatkan 
pendapatan pajak tetapi juga mendukung inklusi ekonomi bagi UMKM melalui program 
edukasi pajak yang lebih efektif.  

Selain itu, implikasi ini dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial, di 
mana wajib pajak individu di sektor informal sering kali tertinggal dibandingkan 
perusahaan besar, sehingga reformasi ini sejalan dengan tujuan APBN untuk 
pembangunan berkelanjutan. Secara lebih luas, implikasi ini menyoroti perlunya 
kolaborasi antar instansi, seperti antara DJP dan KPK, untuk menangani pelanggaran, 
dan dapat menjadi model untuk negara berkembang lainnya di ASEAN yang 
menghadapi tantangan serupa. Praktis, implikasi ini menyarankan pemerintah untuk 
menerapkan rekomendasi seperti harmonisasi regulasi yang dapat meningkatkan 
pendapatan pajak hingga 30% dan mendukung kestabilan ekonomi nasional.16 Hal ini 
juga berdampak pada sektor UMKM, di mana peningkatan kepatuhan dapat 
menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, sejalan dengan tujuan APBN untuk 
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mengurangi ketimpangan sosial. Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan 
studi empiris lapangan guna mengukur dampak langsung reformasi BEPS di Indonesia, 
serta analisis komparatif dengan negara ASEAN seperti Malaysia. Selain itu, eksplorasi 
lebih lanjut tentangperan teknologi digital dalam pencegahan pelanggaran pajak
 dapat memberikan wawasan baru, mengingat dinamika global yang terus 
berubah. Selain itu, analisis komparatif dengan negara seperti Singapura atau Malaysia 
dapat memberikan wawasan tentang best practices dalam menangani ketidakpastian 
hukum. Penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi blockchain dalam 
mencegah pelanggaran pajak, yang belum banyak dibahas dalam konteks Indonesia, 
serta dampak perubahan iklim global terhadap kebijakan pajak penghasilan. Hal ini 
akan memberikan kontribusi baru terhadap literatur, mengingat dinamika ekonomi 
digital yang terus berkembang. 
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